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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahuai pelaksanaan e-procurement dalam pengadaan 
barang dan jasa pada Fakultas Bahasa dan Seni.. Berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah 
mengembangkan e-procurement melalui e-purchasing. Cara ini dilaksanakan menggunakan 
katalog elektronik dalam proses pemilihan barang dan jasa. Katalog elektronik menampilkan 
barang dan jasa yang dibutuhkank satuan akerja dengan aspesifikasi dan harga yang bersaing. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskripsi/narasi dengan jenis penelitian 
kualitatif. Metode yang digunakan adalah interview kepada pejabat pembuat komitmen, pejabat 
pengadaan dan studi literatur. Hasil apenelitian menunjukkan masi ada kendala dalam 
penerapan katalog elektronik. Belum asemua barang dan jasa yang ddibutuhkan satker 
terdapata dalam katalog elektronik. Pengadaan pada Fakultas Bahasa dan Seni masi sebatas 
kebutuhan elektronik . Masih terkendalanya fasilitas penunjang yaitu internet yang sering mati 
saat proses pengadaan. Belum banyak SDM terlibat dalam pengadaan. Sebagian besar pejabat 
pengadaan mengaku mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan e-purchasing. Penelitihan 
ini berguna bagi pengambi kebijakan terutama pimpinan Fakultas Bahasa dan Seni untuk 
membuat kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga berguna untuk 
pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen dalam memenuhu kebutuhan barang/jasa 
di satuan kerja.komitmen dalam memenuhu kebutuhan barang/jasa di satuan kerja. 
 

Kata Kunci: Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik 

 

PENDAHULUAN 

Bertransformasinya teknologi 

tersebut juga pada akhirnya merubah 

paradigma seluruh organisasi pemerintah 

pusat maupun daerah menjadi kondusif 

(efficiency resources). Dengan demikian 

sinergi dan kolaborasi mengubah dari 

sama-sama bekerja menjadi bekerja sama. 

Di sisi lain disrupsi teknologi juga 

mentransformasi 

organisasi pemerintah dengan memotong 

rantai birokrasi, memudahkan prosedur, dan 

mengubah pola kerja yang bertujuan agar 

organisasi lebih responsif, transparan dan 

accessible. Terselenggaranya tata 

pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan cita-cita dan harapan bangsa 

IIndonesia. iReformasi birokrasi yang 

digalakkan pemerinta adalah untuk 

menciptakan good governance, dimana 

pengertianya adalah tata kelola 

pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah 

Indonesia dalam mewujudkan good 

governance adalah dengan cara melakukan 

reformasi dalam segala kegiatan 

pemerintahan atau pun pelayanan 

publik melalui pemanfaatan teknologi 

informasi atau e-government. Salah satu 

bentuk penyelenggaraan e-government 



untuk mencapai good governance adalah 

pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik (e-Procurement), pemerintah 

terus mendorong adanya perbaikan dalam 

bidang pengadaan barang dan jasa untuk 

memutus rantai korupsi. 

Teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dihaparkan mampu mendorong sistem 

pemerintahan menjadi lebih efisien, efektif, 

dan akuntabel, (TIK) sebagai alat untuk 

mewujudkan good governance. LKPP 

selaku lembaga yang bertanggung jawab 

tentang pengadaan barang dan jasa 

pemerintah untuk merumuskan kembali 

aturan pengadaan barang/jasa pemerintah 

melalui Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa 

Pemerintah. Dalam aturan ini, sistem 

pengadaan barang/jasa pemerintah yang 

baik dan handal diperlukan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta 

transparansi dalam implementasinya untuk 

memberikan value for money terhadap hasil 

pengadaan barang/jasa dengan tidak lagi 

menjadikan harga termurah sebagai tolok 

ukur efektivitas pengadaan barang/jasa 

secara elektronik (e-Procurement) memiliki 

fungsi utama dan menjamin proses 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 

yang transparansi, efisinsi, efektif, dan 

akuntabel sesuai dengan prisip pengadaan, 

proses pengadaan yang dapat diikuti dan 

diawasi secara bersama-sama oleh 

masyarakat. Hal terpenting bawah e-

procurement secara khusus atau 

pengadaan barang dan jasa pemerintah 

secara umum, harus berpihak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan pelayanan publik yang 

digadang gadang dalam konsep good 

governance.  

E-Procurementl adalahl suatul 

sisteml yangl digunakanl dalaml prosesl 

pengadaanl barangl danl jasal secaral 

online. Penerapan sistem E-Procurement ini 

tentunya diharapkan dapat mempermudah 

proses pengadaan barang dan jasa, 

mampu memenuhi kebutuhan untuk 

operasional perusahaan, serta 

meningkatkan efektivitas pengadaan. 

Efektivitas pengadaan berarti pengadaan 

barang/jasa harus sesuai `dengan 

kebutuhan dan sasaran yang telah 

diterapkan serta memberi manfaat sebesar-

besarnya, yaitu tepat kualitas, kuantitas, 

waktu, tempat. Dengan menerapkan prinsip 

efisien, efektif, transparansi, terbuka, 

bersaing, adil dan akuntabel dalam proses 

pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan perbaikan pelayanan publik 

terhadapl prosesl pengadaanl barang/jasa,l 

karenal hasilnyal dapatl dipertanggungl 

jawabkanl kepadal masyarakatl daril segil 

administrasi,l teknisl danl keuangan.l 

Sejalanl denganl hall tersebutl 

Universitas Negeri Surabaya menindak 

lanjuti kebijakan tersebut dengan 

dibentuknya Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) yang dilaunching pada 

tahun 2011 Tujuan dilaunchingnya 

LPSE adalah untuk menghindari terjadinya 

praktek KKN dalam proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah di 

UNESA. Selain itu LPSE diharapkan akan 

menjamin transparansi, akuntabilitas, 

keterbukaan dan persaingan usaha sehat 

selama proses berlangsung sehingga 

praktek monopoli dan 

intimidasi/ premanisme dalam proses 

pengadaan barang dan jasa dapat 

dihilangkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pengadaan 

barang/jasa harus sesuai `dengan 

kebutuhan dan sasaran yang telah 

diterapkan serta memberi manfaat sebesar-



besarnya, yaitu: tepat kualitas, kuantitas, 

waktu, tempat, Sesuai dengan prinsip 

pengadaan barang/jasa yaitu: efisien, 

efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil 

dan akuntabel dituangkan dalam skripsi 

berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang dan 

Jasa Berbasis Elektronik (eProcurement) di 

Fakultas Bahasa dan Seni Unesa”. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Efektivitas 

Efektivitas ladalah lsuatu lukuran 

lperusahaan lyang lmenyatakan lseberapa 

ltarget lyakni lkuantitas, lkualitas, ldan 

lwaktu ltelah ltercapai lsecara ljauh, ldimana 

lmakin lbesar lpersentase ltarget lyang 

ldicapai 

lmaka lakan lmakin ltinggi lefektifitasnya. 

lEfektivitas mencakup kegiatan apa yang 

seyogyanya dikerjakam dan menjamin 

bahwa kriteria yang terpilih adalah yang 

mempunyai relevansi tujuan dari kegiatan 

tersebut. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai 

arti efek, pengaruh, akibat atau dapat 

membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah 

keaktifan, daya guna, adanya 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang 

yang melaksanakan tugas dengan 

sasaran yang dituju. Efektivitas pada 

dasarnya menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, sering atau senantiasa 

dikaitkan dengan pengertian efisien, 

meskipun sebenarnya ada perbedaan 

diantara keduanya. Mengacu pada teori 

Gibson (1987:25) mengenai lkefektivan, 

ldikatakan lbahwa lkefektivan ladalah 

lpenilaian lyang ldibuat lsehubungan 

ldengan lprestasi lindividu, lKelompok ldan 

lorganisasi. lSondang ldalam lOthenk 

(2008:4) lPengertian lefektivitas ladalah 

lpemanfaatan lsumber ldaya, lsarana ldan 

lprasarana ldalam ljumlah ltertentu lyang 

lsecara lsadar lditetapkan lsebelumnya 

luntuk lmenghasilkan lsejumlah lbarang 

latau ljasa lkegiatan lyang ldijalankannya. L 

Menurut lRavianto (2014:11), 

pengertian lefektivitas ladalah lseberapa 

lbaik lpekerjaan lyang ldilakukan, lsejauh 

lmana lorang lmenghasilkan lkeluaran 

lsesuai ldengan lyang ldiharapkan. Apabila 

lsuatu lpekerjaan ldapat ldiselesaikan 

lsesuai ldengan lperencanaan, lbaik ldalam 

lwaktu, lbiaya, lmaupun lmutunya, lmaka 

ldapat ldikatakan lefektif. lMenurut 

lSchemerhon lJohn lR. lJr, larti lefektivitas 

ladalah lpencapaian ltarget lkeluaran 

l(output) lyang akan ldiukur ldengan lcara 

lmembandingkan output anggaran latau lOA 

l(seharusnya) ldengan 

loutput realisasi atau OS (sesungguhnya). 

Jika OA > OS lmaka lakan ldinilai lefektif. 

Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah 

pemanfaatan sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia dalam jumlah 

tertentu untuk menghasikan sejumlah 

barang atau jasa  untuk mencapai tujua 

tertentu. 

 

2. Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengadaan lbarang ldan ljasa ldiatur 

ldalam lPeraturan lPresiden lNomor.16 

ltahun l2018 ldan lperubahannya, 

lPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 

selanjutnya disebut dengan Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa oleh kementerian/Lembaga/ 

Perangkat Daerah yang 

dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya 

dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai 

dengan serah terima hasil pekerjaan. 

Menurut Arsana (2016:46) mengemukakan 

bahwa pada ldasarnya lpengadaan lbarang 

ldan ljasa ldimulai lsejak ladanya 

lpasar, ltempat, ldimana lkita ldapat 

lmembeli latau lmenjual lbarang/jasa. 

Tahapan yang krusial dalam pengadaan 



barang/jasa adalah penganggaran, 

perencanaan pengadaan, 

pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, 

dan diakhiri dengan serah terima pekerjaan. 

Efisiensi dan efektivitas proses pengadaan 

tersebut pada intinya sangat bergantung 

pada tata cara pemilihan penyedia. 

Berdasarkan definisi di atas dapat 

diartikan pengadaan adalah proses 

sistematis untuk menentukan berapa, 

kapan, dan berapa banyak untuk membeli 

suatu barang, proses luntuk lmemastikan 

lbahwa lapa lyang dibutuhkan lditerima 

ltepat lwaktu ldalam lkuantitas, lkualitas 

lyang lditentukan. lpengadaan barang dan 

jasa merupakan upaya pihak pengguna 

untuk mendapatkan atau mewujudkan 

barang dan jasa yang diinginkannya, 

dengan menggunakan metode dan proses 

tertentu agar dicapai kesepakatan harga, 

waktu yang efektif dan biaya yang efisien. 

 

3. Pengadaan Secara Elektronik atau E-

Procurement 

E-Procrement adalah sistem 

pengadaan barang dan jasa pemerinta yang 

dilaksanakan secara elektronik berbasis 

pada teknologi internet dengan 

memanfaatkan teknologi komunikasi dan 

informasi yang diselenggarakan oleh 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE), diatur dalam Peraturan Presiden 

Nomor.16 tahun 2018. Menurut Arsana 

(2016:109) sistem pengadaan barang 

dan jasa pemerintah yang baik diperlukan 

dalam rangka meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas serta transparansi dalam 

inplementasinya. Pemerintah selaku 

penyelenggara negara sepatutnya 

menjalankan tugas secara professional 

demi 

terciptanya pemerintahan yang baik (good 

governane) dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang bersi 

(clear government) untuk itu pemerintah 

melakukan kebijakan sistem pengadaan 

secara elektronik yang dikenal 

eprocurement. Tujuan e-procurement 

adalah: (1) Meningkatkan ltransparansi ldan 

lakuntabilitas, (2) Meningkatkan lakses 

lpasar ldan lpersaingan lusaha lyang lsehat, 

(3) Memperbaiki ltingkat lefisiensi lproses 

lpengadaan, (4) Mendukung lproses 

lmonitoring ldan laudit, (5) Memenuhi 

lkebutuhan lakses linformasi lyang lreal 

ltime. 

Pengadaan secara elektronik (e-

procurement) adalah pengadaan 

barang/jasa yang dilaksanakan 

menggunakan teknologi informasi dan 

transaksi 

elektronik sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Pengadaan 

barang/jasa secara elektronik dilakukan 

dengan cara e-tendering atau epurchasing 

(Ramli, 2014:325) Pengadaan secara 

elektronik atau e-procurement adalah 

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan 

dengan menggunakan 

teknologi informasi dan transaksi elektronik 

sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan. (Anonim, 2015:9). 

sistem e-procurement dapat menjawab 

kerawanan sistem 

pengadaan secara konvensional yang 

sering beraroma korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Hal ini dalam sistem e-

procurement mencega terjadinya kontrak 

fisik 

secara langsung antara panitia pengadaan 

dan penyedia, semua aktifitas yang 

terjadi tercatat dalam sisten record 

sehingga mudah dalam melakukan 

pengecekan dan pengawasan. 

 

4. E-Purchasing 

E-Purchasing adalah tata cara pembelian 

barang/jasa melalui sistem 



katalog elektronik, wajib dilakukan luntuk 

lbarang/jasa lyang lmenyangkut 

lpemenuhan lkebutuhan lnasional ldan/atau 

lstrategis lyang lditetapkan loleh 

lmenteri, lkepala llembaga, latau lkepala 

ldaerah. tidak diperlukan jaminan 

penawaran dan jaminan pelaksanaan 

bentuk kontrak berupa surat pesanan. 

Katalog elektronik memuat informasi 

berupa: (1) daftar, jenis, spesifikasi teknis, 

TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, 

produk industri hijau, negara asal, 

harga,Penyedia, dan informasi lainnya 

terkait barang/jasa. (2) LKPP dan 

K/L/Pemda memperluas lperan lserta 

lusaha lkecil ldengan lmencantumkan 

lbarang/jasa lproduksi lusaha lkecil ldan 

lproduk ldalam lnegeri lpada lkatalog 

lelektronik l(Perpres No.16 tahun 2018). 

Sedangkan tujuan diselenggarakan 

pengadaan barang dan jasa melalui sistem 

elektronik atau e-purchasing adalah: 

1. Terciptanya proses pemilihan 

barang/jasa secara langsung melalui 

system katalog elektronik sehingga 

memungkinkan semua ULP/Pejabat 

Pengadaan dapat memilih barang/jasa 

pada pilihan terbaik. 

2.  Efisiensi lbiaya ldan lwaktu lproses 

lpemilihan lbarang/jasa ldari lsisi 

lpenyedia lbarang/jasa ldan lpengguna 

lbarang/jasa. lDalam lrangka 

lePurchasing, lLKPP lakan 

lmenyelenggarakan lsistem lkatalog 

lelektronik 

lsekurang-kurangnya lmemuat linformasi 

lteknis ldan lharga lbarang/jasa. 

Dalam lrangka lpengelolaan lsistem 

lkatalog lelektronik, lLKPP 

lmelaksanakan lkontrak lpayung ldengan 

lpenyedia lbarang/jasa luntuk 

lbarang/jasa ltertentu. lBerdasarkan lkontrak 

lpayung l(frameworkcontract) 

ltersebut, lLKPP lakan lmenayangkan 

ldaftar lbarang lbeserta lspesifikasi ldan 

lharganya lpada lsistem lkatalog lelektronik 

ldengan lalamat 

www.ekatalog.lkpp.go.id. Adapun ltampilan 

lperkembangan lekatalog ldalam 

lsystem lpengadaan lbarang ldan ljasa 

lsecara lelektronik. 

Sedangkan lprosedur pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik atau 

e-purchasing dalam Peraturan LKKP Nomor 

9 tahun 2018, adalah sebagai 

berikut: 

1. PPK/Pejabat lPengadaan lmelakukan 

pemesanan lbarang/jasa lpadalkatalog 

elektronik. 

2. Calon lPenyedia lmenanggapi lpesanan 

ldari lPPK/Pejabat lPengadaan. 

3. PPK/Pejabat lPengadaan ldan lcalon 

lPenyedia ldapat lmelakukan lnegosiasi 

lteknis ldan lharga, lkecuali luntuk 

lbarang/jasa lyang ltidak ldapat 

ldinegosiasikan. lNegosiasi lharga 

ldilakukan lterhadap lharga 

lsatuanlbarang/jasa ldengan 

lmempertimbangkan lkuantitas 

lbarang/jasa lyang ldiadakan, longkos 

lkirim l(apabila lada), lbiaya 

linstalasi/training l(apabilaldiperlukan). 

4. PPK/Pejabat lPengadaan ldan lcalon 

lPenyedia lmenyetujui l/ lmenyepakati 

lpembelian  lbarang/jasa, lcalon 

lPenyedia lmenunjuk 

lDistributor/PelaksanalPekerjaan. 

5. Penerbitan lSurat lPesanan. lUntuk 

pengadaan lbarang/jasa ltertentu lyang 

lmembutuhkan lpengaturan lKontrak 

lyang llebih lrinci latau 

ldiperlukan/dipersyaratkan lsecara 

ladministratif ldalam lproses lpembayaran 

lmaka lSurat lPesanan ldapat 

lditindaklanjuti ldengan lSurat lPerintah 

lKerja latau lSurat lPerjanjian. 

 

METODE PENELITIHAN 



Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif 

menekankan analisis proses dari proses 

berpikir secara induktif yang berkaitan 

dengan dinamika hubungn antarfenomena 

yang diamati, dan senantiasa menggunakan 

logika ilmiah Gunawan (2014:80). Penelitian 

dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah 

dan data yang dikumpulkan umumnya 

bersifat kualitatif 

untuk menggambarkan kenyataan dari 

kejadian yang diteliti sehingga 

memudahkan penulis untuk mendapatkan 

data yang objektif dalam rangka untuk 

mengetahui bagaimana efektivitas 

pengadaan barang dan jasa berbasis 

elektronik atau e-Procurement di Fakultas 

Bahasa dan Seni UNESA. 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri 

Surabaya Waktu penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Agustus sampai Desember 201 

9. Sebagai unit dibawa satket 

Kemenristekdikti yang dimana untuk 

mendukung program kerja universitas maka 

Fakultas Bahasa dan Seni 

setiap tahuannya melaksanakan kegiatan 

pengadaan barang dan jasa, sebagai 

pendukung kegiatan proses belajar 

mengajar. 

Dalam penelitian ini dibuat batasan atas 

beberapa variabel, yaitu: 

1. E-purchasing yaitu pengadaan barang 

dan jasa dengan melibatkan teknologi 

informasi dimana masing-masing pihak 

yang berperan yaitu PPK, pejabat 

pengadaan, dan penyedia dihubungkan 

melalui aplikasi LPSE. 

2. Katalog elektronik yaitu daftar lbarang 

ldan ljasa lyang ldibutuhkan loleh linstansi 

lpemerintah lyang ltersedia lmelalui lwebsite 

lLPSE ldimana ldaftar ltersebut lberisi 

lspesifikasi lbarang/ ljasa, lharga ldan 

lpenyedianya. 

3. Pejabat lPengadaan lyaitu lpejabat 

ladministrasi/pejabat lfungsional/personel 

lyang lbertugas lmelaksanakan lPengadaan 

lLangsung, lPenunjukan lLangsung, 

ldan/atau lE-purchasing. 

4. PPK ladalah lpejabat lyang ldiberi 

lkewenangan loleh lPA/ lKPA luntuk 

lmengambil lkeputusan ldan latau 

lmelakukan ltindakan lyang ldapat 

lmengakibatkan lpengeluaran langgaran 

lbelanja  negara/anggaran lbelanja ldaerah. 

teknik lpengumpulan ldata 

lmerupakan llangkah lyang lpaling lstategis 

ldalam lpenelitian, lkarena ltujuan lutama 

ldari  penelitihan ladalah lmendapatkan 

ldata. lTanpa lmengetahuai lteknik 

lpengumpulan ldata, lmaka lpeneliti ltidak 

lakan lmendapatkan ldata lyang lmemenuhi 

lstandar ldata lyang lditetapkan. Bila dilihat 

dari teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan interview (wawancara) 

Dalam penelitihan kali ini wawancara 

dilakukan Teknik 

Pengumpulan data Wawancara Observasi 

Dokumentasi Kepustakaan kepada tim 

Pengadaan Barang dan Jasa di Fakultas 

Bahasa dan Seni UNESA yang pernah 

melakukan e-purchasing melalui katalog 

elektronik, observasi (pengamatan) Dalam 

penelitihan kali ini peneliti observasi 

dilakukan dengan melakukan pengamatan 

pada aplikasi e–purchasing mengunakan 

katalog elektronik pada salah satu satuan 

kerja Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, 

Dokumentasi lyang ldigunakan lpada 

lpenelitian lini ladalah lbukti ltertulis lyang 

ldibuat lpada lpengadaan lbarang lsecara e-

purchasing anatara llain ldokumen 

lStandard lOperational Procedure (SOP) e-

purchasing, Surat Perintah Kerja (SPK), 

dokumen e-catalogue barang-barang, 

Dokumen Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan (SIRUP), Dokumen Kontrak 

Payung, Dokumen Kerangka lAcuan lKerja 



l(KAK), ldan lRencana lAnggaran lBelanja 

l(RAB). lSelain litu, lpenelitian ljuga lmelihat 

ldokumen lperaturan lpengadaan lbarang 

ldan ljasa ldan lpenelusuran ldata lmelalui 

lwebsite lLKPP., dan kepustakaan 

lmerupakan ldata lyang ldiperoleh lmelalui 

lkajian lliterature lseperti lkarya lilmiah, 

lsurat lkabar, lmajalah, lskripsi ldan llain-lain 

luntuk lmemperoleh lteori-teori ldan lkonsep 

lyang lberhubungan ldengan lpermasalahan 

lyang lakan ldikaji ldalam lpenelitian lini. 

lKegiatan lini ldilakukan luntuk lmencari 

lsumber ldata lsekunder lyang lmendukung 

lpenelitian ldengan lmenggunakan lbahan 

ldokumentasi. 

 

HASIL 

Berdasarkan tujuan penerapan E-

Procurement di atas Fakultas Bahasa dan 

Seni baru 4 tujuan yang sudah tercapai 

dengan baik, yaitu meningkatkan 

transaparansi dan akuntabel, meningkatkan 

efisiensi dalam proses pengadaan, 

meningkatkan akses lpasar ldan 

lpersaingan lusaha lyang lsehat, lmemenuhi 

lkebutuhan lakses linformasi lyang lreal 

ltime. lSedangkan l1 ltujuan lyang lmasih 

lmemerlukan lpembenahan lyaitu 

lmendukung lmonitoring ldan laudit. lNamun 

lsecara lkeseluruhan lpenerapan lE-

Procurement ldalam lpengadaan lbarang 

ldan ljasa ldi lFakultas lBahasa ldan lSeni 

lsudah lcukup ldikatakan lefektif. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitihan dan 

pembahasan sesuai dengan tujuan 

penelitihan ini adalah Untuk mengetahui 

pelaksanaan E-Procurement 

dalam proses pengadaan barang dan jasa 

pada Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. E-Purchasing lpada fakultas Bahasa 

dan Seni, pelaksanaannya 

melihat dari jenis pengadaan sesuai 

dengan perencanaan 

menggunakan metode e-purchasing. 

Proses pengadaan dilakukan 

melalui aplikasi LPSE dimulai dari 

pembuatan paket, pemilihan 

barang, pemilihan penyedia, 

negosiasi harga, sampai dengan 

sera 

terima barang. Dengan aplikasi yang 

disediakan oleh LKPP maka 

proses pengadaan itu sendiri relative 

lebi simple dan tidak 

membutukan waktu yang lama. 

2. Pengadaan Barang dan Jasa pada 

Fakultas Bahasa dan Seni 

masih sebatas kebutuhan elektronik 

yang tersedia pada e-katalog 

melalui aplikasi LPSE. 

3. E-Procurement memberikan 

kemudahan ldalam lproses 

lpengadaan lbarang ldan ljasa, 

Melalui e-katalog elektronik Fakultas 

bahasa dan Seni terbantu 

mendapatkan barang sesuai dengan 

spesifikasi yang ibutukan, Membatu 

mengurangi tindakan kecurangan 

dalam proses pengadaan barang 

dan jasa, Meminimalisir biaya biaya 

overhead. 

 

SARAN 

1. Perlu pembenahan pada sektor 

infrastruktur pendukung yaitu 

jaringan internet yang ada pada 

Universitas Negeri Surabaya. 

2. Untuk menciptakan efektivitas 

pengadaan barang dan jasa secara 

elektronik e-purchasing pada LPSE 

Universitas Negeri Surabaya 

maka perlu didukung oleh pimpinan 

fakultas dan universitas dengan 



mempersiapkan sumber daya 

manusia yang baik, karena dari hasil 

penelitihan pada proses pengadaan 

SDM yang terlibat harus mempunyai 

sertifikasi lpengadaan lyang 

ldikeluarkan loleh lLembaga 

lKebijakan lPengadaan lPemerintah 

(LKPP), lsedangkan ldi lFakultas 

lBahasa ldan lSeni lhanya ldua 

lorang lyang lmemenuhi lsyarat 

lsebagai lpelaku lpengadaan lbarang 

ldan jasa. 

3. Melakukan workshop dan seminar 

mengenai E-Procurement dalam 

proses pengadaan barang dan jasa 

secara berkelanjutan baik yang 

sudah terlibat dalam pengadaan. 
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